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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Penelitiian ini fokus  pada implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang di tingkat daerah, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja 

di tetapkan, di daerah terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi, 

yaitu masalah tentang penyelenggaraan penataan ruang atau yang lebih spesifik 

adalah tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai basis 

kegiatan perizinan pemanfaatan ruang dan masalah kedua adalah terkait Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal ini disampaikan Presiden Republik 

Indonesia pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah 

dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, di Sentul 

International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/01/2023). 

Berdasarkan ranking kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank, dalam 

Doing Business Measuring Business Regultions, Ranking dan Ease of Doing 

Business (EODB), Indonesia pada tahun 2020 menampati peringkat ke-73 (tujuh 

puluh tiga) dari 190 negara lainnya dalam EODB Rank. Sementara peringkat dalam 

Starting a Business, Indonesia menampati peringkat ke 140 (seratus empat puluh). 

Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. ranking dan skor Ease of Doing Business 

Negara Asia Tenggara, sebagai berikut: 

Tabel 1 EODB negara Asia Tenggara 
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namun survey EoDB oleh Bank Dunia dihentikan sementara karena ada 

penyimpangan data laporan internal terkait mekanisme akuntabilitas internal di 

Tiongkok dan Arab Saudi. 

Sebagai respons terhadap stagnansi peringkat investasi ini, pemerintah 

Indonesia menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut 

dengan UUCK pada tahun 2020. UUCK ini mencakup berbagai sektor dan 

menggantikan atau merevisi beberapa undang-undang yang ada. Tujuan utama dari 

UUCK adalah menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan menarik bagi 

investor. Dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

UUCK dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan investasi, 

keruwetan perijinan, dan banyaknya regulasi. Namun dalam praktiknya regulasi 

turunan UUCK masih ditemukan kesalahan dalam interpretasi makna, sehingga 

menimbulkan banyak tafsir dan tidak sinkron dengan regulasi vertikal mau pun 

horizontal, belum lagi peraturan turunannya baik dalam bentuk PP maupun Peraturan 

Menteri yang menimbulkan potensi konflik norma antar regulasi. Sejak awal 

diimplementasikannya kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (4 Agustus 

2021) hingga saat ini, dalam pelaksanaannya masih tsering menemukan kendala dan 

hambatan. Dalam Forum Grup Discussion Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis 

Pertanahan pada 3 Agustus 2023 lalu narasumber dari Kementerian Investasi / Badan 

Koordinasi Penanaman Modal mengemukanan bahwa proses penerbitan persetujuan 

“Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang” (KKPR) adalah kendala dan hambatan 

utamanya. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 Direktur Deregulasi Penanaman 

Modal Keminves/BKPM dalam paparannya yang dilaksanakan secara online juga 

menjelaskan bahwa  

“jumlah KKPR darat yang terbit dibandingkan dengan permohonannya 
masih sangat rendah yaitu hanya 12,61%, Hal tersebut menggambarkan 
adanya hambatan dalam proses penerbitan persetujuan KKPR yang 
menyebabkan terhambatnya pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan 
berusaha berupa NIB, sertifikat standar atau izin” 
Perubahan besar semenjak diberlakukannya UUCK juga terjadi di 

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan sebagai dasar 

penerbitan KKPR, sejak di terbitkannya PP No. 24 tahun 2018 Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan sistem OSS pada pelayanan izin lokasi 
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Sedangkan untuk pelayanan Izin Perubahan Hak (IPH) dan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah (IPPT) masih menggunakan peraturan yang lama yaitu PP No. 

15 Tahun 2010. Setelah terbitnya UUCK seluruh perizinan pemanfaatan ruang 

diubah menjadi mekanisme KKPR termasuk Izin Lokasi, IPPT dan IPH dengan 

tujuan kemudahan berusaha, dimana pada awal tahun transisi hingga saat ini masih 

terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis 

Pertanahan karena regulasi yang belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pendaftaran PTP yang mengalami penurunan signifikan pada tahun dimana 

seharusnya UUCK sudah mulai berjalan efektif. 

Untuk pencarian dengan kata kunci Land Use pada Scopus, jika dianalisis 

menggunakan Vos Viewers, terdapat 2 kluster besar, 61 jaringan yang berhubungan 

langsung, dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai land use paling banyak 

terbit di tahun 2018. 

Gambar 1 Analisis Land Use penelitian terdahulu 

 

Sumber: Vos Viewers diolah oleh peneliti 

Dua kluster besar tersebut adalah Land Reform dan Agrarian Reform, dimana 

menurut Tuma dalam Bachriadi (2015) menyimpulkan bahwa “landreform” dalam 

pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan “agrarian reform” (reforma 
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agraria), yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi tujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi 

pembentukan masyarakat ‘baru’ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai 

dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan 

kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain 

untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada 

umumnya. Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus. 

Jika dilihat dari sebaran perkembang penelitian penyelenggaraan pemanfaatan 

ruang menggunakan Vos Viewers terdapat 2 kluster besar dengan 52 jaringan 

langsung dan 125 jaringan keseluruhan penelitian yang saling berkaitan, diurutkan 

dengan yang paling berpengaruh, Yaitu aktivitas, kesesuaian, kawasan, pemukiman, 

tata ruang, implementasi, observasi, application, increase, system informasi 

geografis (SIG), peta, pemerintah, business, addition, pengendalian pemanfaatan 

ruang dan bencana. 

Gambar 2 perkembangan penelitian 

Sumber: Vos Viewer diolah oleh peneliti 

Berdasarkan hasil pencarian peneliti di 4 mesin pencarian elektronik yang 

digunakan yaitu Scopus, Google Schooler, Dimention AL dan Zotero dengan kata 

kunci Land Use, Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian pemanfaatan ruang dan penataan 

ruang telah mengumpulkan 22 jurnal dan artikel yang dianggap relevan dengan tema 
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yang dipilih yaitu Penyelenggaraan pemanfaatan ruang baik sebelum dan sesudah 

ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja (lampiran 1). 

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu di dalam 22 jurnal dan artikel 

yang berhasil dipilah dapat digolongkan kedalam 5 kategori besar yaitu: 1. 

Analisis/Kajian Yuridis (7 jurnal); 2. Implikasi Pemanfaatan ruang (6 jurnal); 3. 

Implemantasi (4 jurnal); 4. Penertiban/pengendalian pemanfaatan ruang (3 jurnal); 

5. Pemetaan Potensi (3 jurnal). 

Menurut hasil diatas jurnal yang paling banyak adalah yang membahas terkait 

dengan analisis yuridis/kajian hukum hal ini sangat berkaitan erat dengan proses 

penyusunan dan pengesahan UUCK yang sangat kontroversial, Karena untuk UUCK 

yang pertama kali di sahkan UU No.11 Tahun 2020, didalam 769 halaman, 186 pasal 

yang terkandung terdapat 38 pasal aturan tata ruang yang diubah, dihapus, maupun 

ditambahkan. Dari seluruh kategori yang sudah diterapkan dalam penelitian kegiatan 

pemanfaatan ruang sebelumnya, belum banyak yang meneliti secara spesifik tentang 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pertimbangan Teknis Pertanahan,  

padahal kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu penentu dalam peningkatan 

iklim investasi, namun sedikit sekali penelitian yang fokus pada implementasi KKPR 

setelah diberlakukannya UUCK yang mungkin salah satu alasannya adalah kegiatan 

ini baru berjalan efektif kurang dari 4 tahun (2021-2024),  Berdasarkan tahun 

publikasi dengan data yang dianalisis melalui Vos Viewers ditemukan bahwa rata-

rata tahun publikasi jurnal yang diterbitkan adalah di tahun 2020 bahkan pada saat 

KKPR masih berupa izin lokasi sectoral lama.  

Berdasarkan tahun publikasi ke 22 jurnal yang dipilih, dari rentang tahun 2016-

2023, yang paling banyak terbit adalah di tahun 2021, dimana merupakan tahun 

Transisi izin lokasi sektoral  lama berubah menjadi satu perizinan berusaha berbasis 

resiko yang terintegrasi melalui system elektronik One Single Submission (OSS) 

yang disebut dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, namun belum 

banyak penelitian yang terbit setelah tahun 2021 yang seharusnya 2 tahun terakhir 

merupakan tahun dimana KKPR dan PTP pasca ditetapkannya UUCK seharusnya 

sudah berjalan efektif. 



  
 

       

Maka dapat disimpulkan dari studi terdahulu diketahui bahwa implementasi 

penerbitan KKPR adalah salah satu permasalahan utama dalam pelayanan perizinan 

berusaha. Penelitian Anindita S, 2021, menekankan “pentingnya pemilihan lokasi, 

perizinan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi kepentingan usaha. 

Keselarasan antara kebijakan pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum 

dalam berusaha, serta adanya keberpihakan bagi pengembangan usaha dengan 

kategori mikro, kecil dan menengah”. Menurut penelitian Adiningsih, 2023, 

“kendala yang terjadi terdapat di Kantor Pertanahan yaitu adanya ketidaksinkronan 

antara data upload di OSS dengan data yang dibutuhkan pada pelayanan PTP serta 

Pelayanan PTP masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem KKPR.” 

Kurangnya informasi tetang penyelenggaraan pemanfaatan ruang khususnya 

implementasi KKRP dan PTP seharusnya dapat menjadi perhatian lebih, agar dapat 

mengetahui langkah strategis baik bagi penyelenggara kegiatan maupun pelaku 

usaha dalam kemudahan berusaha untuk pada akhirnya mencapai tujuan 

perningkatan iklim investasi di suatu daerah. 

 Jumlah persetujuan KKPR periode Agustus 2021 s/d 31 Desember 2022, 

Persetujuan KKPR yang terbit sebanyak 2.330 dari total permohonan KKPR 

sebanyak 18.468 atau hanya sebesar 12,61% (data Kementerian ATR/BPN) jadi 

masih sangat rendah. Rendahnya persentase tersebut mengindikasikan adanya 

permasalahan dalam prosesnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 

akan dilakukan mengenai implementasi penerbitan KKPR khususnya KKPR darat 

bagi pelaku usaha Non Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ogan Ilir. 

Dimana diharapkan Penelitian ini akan menambah literatur akademis terkait 

implementasi kebijakan pemanfaatan ruang pasca UUCK khususnya bagaimana 

implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pertimbangan Teknis 

Pertanahan dan melihat apa saja faktor penghambat dalam implementasi tersebut 

serta apa saja strategi yang dapat dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik 

pada kebijakan publik di bidang pemanfaatan ruang.  
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1.2 Perumusan masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Bagaimana Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di 

Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK? 

2. Apa saja faktor penghambat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di 

Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK?  

3. Apa saja rekomendasi strategi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di 

Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana implemantasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir setelah ditetapkannya 

UUCK.  

2. Untuk mengetahui hambatan dalam implemantasi kebijakan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir. 

3. Mengetahui strategi untuk implemantasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan menambah literatur akademis terkait implementasi 

kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang 

tertarik pada kebijakan publik di bidang pemanfaatan ruang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembuat kebijakan: 

1. Memberikan informasi mendalam bagi pembuat kebijakan: 

Penelitian ini akan memberikan data dan analisis yang mendalam 

mengenai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di 

Kabupaten Ogan Ilir pasca-ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja 
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(UUCK). Informasi ini sangat berharga bagi para pembuat kebijakan 

dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan 

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau 

penyesuaian. 

2. Identifikasi hambatan dan solusi: 

penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam kebijakan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah UUCK agar dapat 

membantu pemerintah dan pihak terkait untuk memahami masalah-

masalah yang dihadapi di lapangan. Temuan ini dapat menjadi dasar 

bagi upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan lokal. 

b. Manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha: 

1. informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang dan 

hambatan-hambatan yang ada dapat menjadi panduan bagi investor dan 

pengusaha dalam merencanakan dan melaksanakan investasi di 

Kabupaten Ogan Ilir dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. 

2. Dengan memahami bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang 

dilaksanakan dan hambatan apa saja yang dihadapi, masyarakat dapat 

lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan. Penelitian ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat 

dalam upaya menjaga dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan. 

 

1.5.Batasan Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitan ini terfokus pada implementasi Kegiatan Kebijakan pemanfaatan ruang 

(KKPR) yang terbit melalui mekanisme Persetejuan Kebijakan Pemanfaatan 

Ruang (PKKPR) pada sektor berusaha pasca UUCK untuk melihat apa yang 

terjadi dan apa yang telah dilakukan. 

2. Jenis KKPR yang akan diteliti adalah PKKPR darat (KKPR yang diterbitkan 

dengan penilaian).  

3. Implementasi kebijakan di lakukan periode 4 tahun terakhir (2021-2024).  

4. Lokus penelitian di Kabupaten Ogan Ilir dengan pertimbangan:  
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a. Total nilai realisasi investasi Kabupaten Ogan Ilir yang cukup besar yang 

mengindikasikan bahwa minat berusaha cukup tinggi di lokasi tersebut. 

 

Tabel 2 Realisasi Investasi Kabupaten Ogan Ilir Pertahun 

 (Rp) 2021  2022 2023 
Realisasi 
Investasi  

2.041.016.900.000 888.366.291.845 1.906.465.726.675 

sumber: DPMPTSP OI diolah peneliti tahun 2024 

b. Stagnansi realisasi investasi di Ogan Ilir (cenderung turun), sebagaimana 

gambar 6. 

Gambar 3 Realisasi Investasi Ogan Ilir 3 tahun terakhir 
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